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ABSTRAK
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAUJIB PAJAK,
MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR
( Studi Pada Kantor Samsat Kota Palembang )

Oleh:
Nadia Nathania Augustin

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mendeskripsikan secara empiris
pengaruh kebijakan pemutihan pajak, modemnisasi sistem administrasi perpajakan
dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di
kantor Samsat Kota Palembang. Jenis penclitian yang digunakan ialah penelitian
kuantitatif dengan subjek penelitian ialah wajib pajak kendaraan bermotor yang
terdaftar di kantor Samsat Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode
random sampling, jumlah sampel penelitian ini sebanyak 100 responden dengan
menggunakan rumus Slovin. Penelitian ini menggunakan jenis data berupa data
primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan instrumen yakni kuisioner
dan dilakukan penyebaran secara offline.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kebijakan pemutihan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan modemisasi sistem administrasi
perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci: Pemutihan Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Pajak, Sanksi
Pajak, Kepatuhan Pajak, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
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ABSTRACT
THE IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF TAXPAYER POLICIES,
MODERNIZATION OF THE TAX ADMINISTRATION SYSTEM, AND TAX
SANCTIONS ON MOTOR VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE

(A Study At The Samsat Office In Palembang City)

By:
Nadia Nathania Augustin

This study aims to empirically examine and describe the impact of tax amnesty
policies, the modernization of the tax administration system, and tax sanctions on
the compliance of motor vehicle taxpayers at the Samsat Office in Palembang City.
The research employs a quantitative approach, with the subjects being motor
vehicle taxpayers registered at the Samsat Office in Palembang City. This study
uses a random sampling method, with a sample size of 100 respondents calculated
using the Slovin formula. The study utilizes both primary and secondary data. The
research instrument is a questionnaire, which was distributed offline. The results
of the study indicate that the tax amnesty policy does not have a significant effect
on motor vehicle taxpayer compliance, whereas the modernization of the tax
administration system and tax sanctions have a significant impact on motor vehicle
taxpayer compliance.

Keywords: Tax Amnesty, Modernization of the Tax Administration System, Tax
Sanctions, Tax Compliance, Motor Vehicle Taxpayers
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sedang berada dalam pembangunan landasan yang solid dan pemerataan
ekonomi yang adil. Langkah Indonesia maju dapat dimulai dari pembangunan
ekonomi kreatif. Pemerintahan Indonesia saat ini sedang gencar melakukan
berbagai macam jenis pembangunan mulai dari pembangunan tol, pembuatan
jembatan, pembangunan jaringan listrik dan masih banyak lagi guna memacu
pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu
penunjang pembangunan kreatif negara bersumber dari bidang perpajakan (Haryadi
& Ermandi, 2024).

Sektor utama dan terbesar yang menyumbang pendapatan negara berasal dari
pajak yang merupakan pungutan resmi. Sektor perpajakan di Indonesia menjadi
pemeran penting dalam segi membiayai dan membangun di pemerintah pusat
maupun daerah. (Solikhah & Suryarini, 2023) mengatakan bahwa penerimaan
negara dalam 10 tahun terakhir sekitar 70%-80% total penerimaan negara dalam

APBN berasal dari pajak.
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Grafik 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Pada setiap wilayah kabupaten atau kota di Indonesia memiliki payung
hukum yang jelas mengenai perpajakan untuk kepentingan pembangunan daerah.
Pada prinsipnya, semua wilayah diberi kebebasan untuk mengatur ekonomi mereka
sendiri dan setiap pemerintah daerah tingkat provinsi, kota, dan kabupaten memiliki
kemampuan untuk mendanai operasional mereka sendiri secara efisien untuk
mencapai tujuan mereka (Pranata dkk., 2022). Pemerintah Daerah dapat dengan
mudah mengatur tentang tata pelaksanaan peraturan daerah itu sendiri tidak terlepas
dari adanya Otonomi Daerah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang
Pajak Daerah dan Restribusi Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah ialah bentuk
kewajiban terutang dan memaksa baik wajib pajak badan yakni yang memiliki
usaha dalam negeri dan wajib pajak orang pribadi yang digunakan untuk keperluan
daerah yang mana akan mendapat imbalan secara tidak langsung. Berikut beberapa

unsur pajak yang tergolong menjadi bagian dari pajak daerah; Pajak Kendaraan



Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan. Pajak Kendaraan merupakan salah
satu penyumbang dana terbesar bagi daerah dalam membangun kegiatan otonom

daerah.

Pada wilayah Sumatera Selatan pencapaian pendapatan pajak dari Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2023 ialah sebesar Rp 1,224 triliun, angka

ini melebihi target awal Rp 1,144 triliun atau sebesar 107 persen (Wulandari, 2023).

Tabel 1. Data Kendaraan Bermotor Kota Palembang 2019-2023

Jenis Kendaraan Tahun

2019 2020 2021 2022 2023

Mobil Penumpang  135.127  134.715 141.189  145.035  146.729

Bus 787 878 740 737 803

Truk 21.034 21.275 21.149 21.971 22.890

Sepeda Motor 383390  384.449  377.908  382.685  387.595

Jumlah 540.338 541.317 540.986 550.428 558.017
Kendaraan

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan (sumsel.bps.go.id, 2024)

Dari data tabel 1 jumlah kendaraan yang tercatat di atas, terjadi peningkatan
yang signifikan pada 5 tahun terakhir. Jumlah peningkatan kendaraan yang berjenis
mobil penumpang dalam kurun waktu 2019-2023 dengan total peningkatan sebesar
kurang lebih sebelas ribu kendaraan. Sedangkan untuk jumlah sepeda motor,

cenderung stabil dalam kurun waktu 2019-2023.



Adanya peningkatan kendaraan berjenis mobil penumpang menaikkan harapan
pemerintah kepada masyarakat selaku wajib pajak dapat mematuhi kewajiban
perpajakannya yakni pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan taat dan
menghindari adanya tunggakan pajak. Selain adanya harapan pemerintah terhadap
masyarakat selaku wajib pajak, pemerintah pun turut ambil bagian dalam
menyelenggarakan program kebijakan yakni pemutihan pajak. Pemutihan pajak
sendiri diharapkan dapat menjadi batu loncatan untuk menggapai target realisasi

pajak kendaraan bermotor.

Tabel 2. Target Realisasi PKB Provinsi Sumsel 2019-2023

Tahun Target Awal Realisasi Persentase
o
2019 905.040.000.000 979.347.884.263 lg)g,gl
2020 985.150.000.000 1.044.259.000 106
2021 958.536.913.000 1.050.000.000.000 109,63
2022 1.098.536.913.000 1.150.846.360.960 104,76
2023 1.144.681.213.000 1.224.109.888.015 107,15

Sumber : (Fachrunissa & Fajriana, 2022) dan (Efrizal, 2023)

Dari data tabel 2 Target Realisasi PKB Provinsi Sumsel 2019-2023 di atas,
terlihat bahwa jumlah realisasi penerimaan pajak sudah melewati target capaian
yang diinginkan pemerintah. Untuk itu pemerintah selalu berusaha menjaring
pendapatan daerah dengan melakukan inovasi serta kebijakan yang akan
meningkatkan pendapatan pajak daerah. Bentuk kebijakan yang dilakukan ialah

mengimplementasikan pemutihan pajak di wilayah Sumatera Selatan.



Pemutihan PKB adalah tindakan yang dilakukan pihak pemerintahan sebagai
respons terhadap wajib pajak yang tercatat melakukan penundaan kewajiban
mereka dalam melaksanakan pembayaran pajak. Hal ini dilakukan dengan
menghapuskan denda atas keterlambatan pembayaran dalam periode tersebut
(Widajantie & Anwar, 2020). Pemberlakuan kebijakan pemutihan pajak ini
dilakukan dalam kurun waktu tertentu dan tidak selalu sama di tiap tahunnya. Selain
itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan bahwa program
pemutihan pajak sudah diberlakukan semenjak covid-19, “Kita juga evaluasi
selama 2 tahun ini apakah mental masyarakat untuk taat membayar pajak lebih
baik. Tapi kalau masyarakat hanya menunggu pemutihan pajak ngapain kita
putihkan” (Kurniawan, 2022). Dengan adanya kebijakan pemutihan pajak,
pemerintah mengharapkan adanya peningkatan kepatuhan WP dalam pemenuhan
tanggung jawab perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak menggambarkan bahwa seorang wajib pajak selalu
mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Febriana dkk., 2024). Menurut
(Rizqi & Anwar) (2023) menyatakan tingkat kepatuhan terhadap peraturan
perpajakan dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang memenuhi kewajibannya
untuk membayar pajak. Ketidakpatuhan wajib pajak disebabkan oleh tidak
penuhnya pemahaman tentang skala seberapa diperlukannya pajak sebagai sumber
pendapatan negara. Pada prinsipnya, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor mungkin disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat,
kurangnya penerapan sanksi, serta adanya pengaruh dari faktor-faktor eksternal dan

internal (Pranata dkk., 2022).



Tingginya tingkat kepatuhan pajak merupakan langkah strategis yang krusial
untuk meningkatkan penerimaan pajak. Terdapat berbagai faktor terkait dengan
tingkat kepatuhan wajib pajak, seperti pemahaman tentang pajak, hukuman terkait
pajak, tingkat pendidikan, kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban
pajak, akses terhadap informasi perpajakan, serta sejauh mana penegakan hukum
terhadap pelanggaran perpajakan efektif (Hamzah dkk., 2023). Kebutuhan wajib
pajak akan pelayanan publik mendorong adanya tuntutan kepada pemerintah
dengan melakukan terobosan dan inovasi dalam pelayanan administrasi modern
agar proses pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat berjalan dengan lancar
(Rizqi & Anwar, 2023). Istilah modernisasi perpajakan mencakup peningkatan
layanan pelanggan yang unggul dan pengawasan yang ketat dengan menerapkan

standar pengelolaan yang baik.

Modernisasi administrasi yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumsel
melalui Badan Pendapatan Daerah Sumsel ialah peresmian layanan pajak online
modern e-Dempo. Layanan online e-Dempo Samsat Sumsel merupakan layanan
pajak online wong kito. Layanan ini ditujukan untuk memudahkan wajib pajak
kendaraan bermotor dalam mendapatkan informasi pajak kendaraan, pengesahan
STNK, dan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain layanan e-Dempo,
pemerintah Sumsel juga mengeluarkan aplikasi layanan pembayaran pajak yakni
Samsat Online Sitem (SOS) dan Samsat Online Nasional (Samolnas). Menurut
Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru, ketiga aplikasi tersebut adalah
bagian dari upaya pemerintah dalam pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat

atau wajib pajak. Pelayanan lainnya yang membantu memudahkan masyarakat



dalam pembayaran pajak kendaraan yakni SAMSAT DriveThru yang dikhususkan
untuk pembayaran pajak kendaraan roda 4 (mobil). Upaya modernisasi sistem
administrasi perpajakan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor terus
diperkuat guna mendorong masyarakat agar lebih patuh terhadap kewajiban yang

harus dipenuhiseperti yang dinyatakan oleh (Rizqi & Anwar) (2023).

Selain adanya penerapan sistem administrasi yang modern, ketegasan dalam
pemberian sanksi dirasakan perlu untuk memunculkan perilaku patuh dalam
kewajiban membayar pajak. Seperti yang dinyatakan oleh Berly dkk. (2023) bahwa
sanksi perpajakan diberlakukan ketika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang
perpajakan. Wajib pajak akan patuh karena mereka merasa terdorong oleh tekanan,
terutama karena mereka khawatir akan dikenakan sanksi berat berupa denda
sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum dalam upaya menghindari

pembayaran pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Pranata dkk.)
(2022) tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi dan Pemutihan Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh
positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pemutihan
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Metode yang dipakai
pada penelitian ini ialah metode kuantitatif yang menekankan pada fleksibilitas dan
ketelitian analisis. Terdapat perbedaan antara penelitian acuan dan penelitian ini,

dimana pada penelitian ini mengganti variabel kesadaran wajib pajak dengan



variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dirasa perlu diteliti lebih
dalam mengenai pengaruh apakah layanan administrasi yang modern dapat
merubah pola tindakan wajib pajak untuk patuh melakukan kewajiban perpajakan

mereka.

Mengacu pada pembahasan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk
melakukan penelitian lebih mendalam tentang pajak kendaraan bermotor, terutama
tentang implementasi kebijakan pemutihan serta modernisasi adiministrasi dan
ketegasan sanksi perpajakan. Penelitian akan difokuskan pada subjek penelitian
yaitu Kantor Samsat Kota Palembang, dengan judul penelitian yang sesuai yakni,
“Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemutihan Pajak, Modernisasi Sistem
Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat Kota Palembang)”.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disajikan dalam latar belakang permasalahan di

atas, maka rumusan permasalahan adalah sebagai berikut:

1.

Bagaimana implementasi kebijakan pemutihan berperngaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

Bagaimana reformasi sistem administrasi perpajakan yang modern dapat
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
Bagaimana sikap tegas pemerintah dalam memberlakukan sanksi pajak dapat
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam

membayar pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang tertera di atas, tujuan penelitian

sebagai berikut :

1.

Untuk menguji dan mendeskripsikan secara empiris fenomena tentang
bagaimana kebijakan pemutihan pajak dapat berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Untuk menguji dan mendeskripsikan secara empiris fenomena tentang
dampak modernisasi administrasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan
wajib pajak kendaraan bermotor.

Untuk menguji dan mendeskripsikan secara empiris bagaimana ketegasan
sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor.



1.4 Manfaat Penelitian

1.

Manfaat Teoritis
Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya diskusi
atau meningkatkan pemahaman serta pengetahuan tentang bagaimana
pengaruh implementasi kebijakan pemutihan pajak, modernisasi sistem
administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib
pajak kendaraan bermotor. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat
berfungsi sebagai sumber referensi atau informasi bagi penelitian-penelitian
lainnya yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor.

Manfaat Praktis

Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan
dan wawasan yang lebih luas tentang kepatuhan perpajakan terutama pajak
kendaraan bermotor.

Bagi Pemerintahan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi berupa ide-ide baru untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Bagi Wajib Pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi
dan pengetahuan agar wajib pajak dengan secara patuh memenuhi

kewajiban perpajakannya.
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